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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Marliinni

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUS! IZIN ANGKUT KAYU OLAHAN

Mernmbang

Mengingal

CAN KAYU DARI TEMPAT PENIMBUNAN KAYU

bahwa Retnbus lzin Angkut Kayu Olshan dan Kayu dan Tempat
Penimbunan Kayu Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusal,
Sesua dengan PP Na 3 Tahun 2008 Perubahan Atas PP No 6
Tehun 2007 tentang Tats Hulan don Penyususan Rencana
Pengelolaan Hulan, serda Pemanfastan Hulan Jan Permenhul
Momor P 33MEMHUTIVZ007 lenlang Perubahan Kedoa Alas
Pamenhul Nomor P SHMENHUT-W2006 tentang Penggunaan Sural
Hetarangan Asal Usul (SKAL) uniuk Penganghutan Hasil Hulan yang
berasal dan hatan hak, maks psrdu umuk mencabul Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2001 lentang Retnbusi [zin Angkut Kayu

Clahan dan Wayu Dan Tempat Fenimbunan Kayu |

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950  lentang
Pambeaniukan Daarah-daerah Kabupatan/Kota di
Lingkungan Propinsi Jawa Twwur (Divndangkan pada
tanggal 8 Agustus 1950)

2 Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1099 lentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas don
Korupsi, Kolusi dan Nepolisme,

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pambentukan Peraluran Perundang-undangan |

4 Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004  lentang
FPemeriniahan Daerah, sebagaimana lelah diubah kedus
kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008,

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ienlang Fajak
Diaerah dan Retribusi Daerah | !



L

i Poralwian Pamenntah Nomor 79 Tabun 7005 lenlang
Pedoman Pembungan dan Pengawasan Penysienggaiaan
Pemenniah Daerah,

7 Pealwran Pemenniah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang
Pembagian  Umusan  Pemenniah  anlara  Pemenniah,
Pemernlahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Dasrah
Kabupaten/Kota,

8 Peraluran Presiden Nomor 1 Tahun 2007 lenlang
Pengesahan,  Pengundangan  dan  Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan, '

9 Peraluran Pemernntah Nomor 6 Tahun 2007 lentang Tala
Hutan dan Penyusunan rancana pengelolaan hulan, seda
pemanfaatan hutan (LN tabun 2007 Nomor 22 tin 4696)
sebagaimana telah dwbsh dengan Peraturan Pemenntah
Nomor 3 Tahun 2008 (LN tahun 2008 Nomor 16 lin 4814) |

10 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2006
fertang Jems dan Bentuk Produk Hukum Daerah,

11 Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 18 Tahun 2006
lantang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

12 Peraturan Menten Datam Megen Momor 17 Tahun 2006
tentang | embaran Daerat dan Benta Daerah,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menetapkan

dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  TENTANG  PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
ANGKUT DARI TEMPAT PENIMBUNAN KAYU,

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupalen Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retnbusi
lzn Angkut Kayu Olahan dan Kayu Dan Tempal Pemmbunan Kayu (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Sen B) dicabut dan dinyalakan bdak berdaku



Fasal 2

Peraturan Daerah i mulai berlaku pada langgal dndangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memernintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerab Kabupaien Bojonegoro

Ditetapkan di Bojionegoro
pada tanggal 5 Nopember 2010
BUPATI BOJONEGORO

ttd.

HSUYOTO

Dwndangkan di Bojonegom
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
fld.

Drs. SOEHADI MOELJONO MM
Pambing Mlama Muda

MNIP. 19600131 198603 1 008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NCMOR 12.

Salnan sesuai dengah aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

. Pembina Utama Muda
MIF 169500131 198603 1 008



